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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kedudukan peraturan umum Desa Tumaluntung 

Satu, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa 

Selatan dan untuk mengetahui materi muatan 

dalam peraturan umum Desa Tumaluntung Satu, 

Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. 

Dengan menggunakan metode penelitian normatif, 

dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pasal 8 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

yang merupakan jenis peraturan perundang-

undangan, dimana keberadaannya diakui dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 

kewenangan. Peraturan desa berfungsi untuk 

mencapai tiga tujuan, yaitu Pertama, melindungi 

adat istiadat lokal yang sudah ada sejak lama. 

Kedua, kewenangan yang diberikan kepada Desa 

melalui Peraturan Perundang-undangan, seperti 

hak asal usul, kewenangan kabupaten kota untuk 

mengaturnya, dan tugas pembantuan. Ketiga, 

Perdes berfungsi sebagai sarana untuk menetapkan 

standar bagi menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa. 2. Sebagaimana yang diketahui 

bahwa dalam pembuatan produk hukum desa salah 

satunya di Desa Tumaluntung Satu, Kecamatan 

Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana 

desa tersebut membuat Peraturan Desa Tentang 

Peraturan Umum Desa Nomor 01 Tahun 2016. 

Karena Peraturan Umum desa tersebut dibuat 

untuk kepentingan masyarakat, tetapi dalam 

pengaturannya peraturan umum desa tersebut 

belum mengarah pada peraturan desa secara 

mendalam atau dapat dikatakan (masih bersifat 

umum).  
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang bersifat mutlak menempatkan 

Pemerintah Pusat sebagai /kekuasaan tertinggi, 

Sementara wilayah-wilayah administratif 

dibawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang 

dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. 

Karena Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan 

penuh serta memiliki hak untuk membuat 

keputusan dan kebijakan yang bersifat mengikat 

bagi seluruh wilayah yang berada di bawahnya.  

Menurut Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25a, 

menyebutkan bahwa Negara Kepulauan Nusantara 

dengan wilayah, batas-batas serta hak-haknya telah 

ditetapkan oleh undang-undang. Indonesia terbagi 

atas  38 provinsi, masing-masing 

memiliki pemerintahan daerah sendiri serta setiap 

provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur.5 

Pembagian administratif di Indonesia atas wilayah 

daratan dan perairan Indonesia dikelola oleh 

pemerintah daerah, dalam batas-batas 

wilayah/daerah masing-masing menurut prinsip 

otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas 

pembantuan.6 

Negara Republik Indonesia terbagi atas 

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kabupaten 

/Kota dibagi menjadi Kecamatan, begitu juga 

dengan Kecamatan dibagi atas Kelurahan/Desa. 

Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing 

mempunyai Pemerintahan Daerah.7 Pemerintah 

Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, 

sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten 

dipimpin oleh seorang Bupati, dan Pemerintah 

Daerah Kota serta Desa dipimpin oleh seorang 

Walikota, yang masing-masing memimpin 

pemerintahannya sendiri. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (6) 

berbunyi “Pemerintahan Daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 

tugas pembantuan”.8 Indonesia menganut sistem 

Otonomi Daerah, dengan memiliki cakupan daerah 

negara-kesatuan-republik-indonesia/. Di akses pada 6 April 

2023 
7  Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 
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8
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yang begitu luas wilayahnya sehingga dengan 

adanya pemerintah daerah sangat dibutuhkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

secara khusus dalam suatu daerah. Ini sangatlah 

penting dikarenakan Indonesia memiliki kondisi 

sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman 

tingkat Pendidikan masyarakat, maka 

desentralisasi kekuasaan /kewenangan dari 

pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah 

yang otonom.9 

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah 

dengan adanya penguatan terhadap sistem 

pemerintahan desa sebagai satu kesatuan sistem, 

terutama terkait dengan kewenangan membuat 

produk hukum berupa peraturan. Pada tingkatan 

pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan juga 

kota memiliki kewenangan dalam pembuatan 

Peraturan Daerah, maka pada tingkatan desa juga 

kemudian terdapat kewenangan untuk membuat 

peraturan desa. Dan jika Peraturan Daerah tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundangan 

yang lebih tinggi, maka Peraturan Desa juga tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan daerah dan 

undang-undang dasar tahun 1945 dan undang-

undang.  

Peraturan Desa sebagai perpanjangan dari 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,10 oleh karena 

itu cita hukum yang disebutkan bahwa dengan 

adanya peraturan desa, diharapkan bisa mengatur 

masyarakat desa dan membuat masyarakat desa 

lebih memiliki jaminan hukum, kepastian hukum, 

menciptakan keadilan yang menimbulkan manfaat 

bagi masyarakat desa.  

Desa merupakan jenis pemerintahan daerah 

yang memiliki kelompok masyarakat setempat, 

sarana dan prasarana, peraturan hukum, serta 

kemampuan untuk melaksanakan setiap urusan 

rumah tangganya. Unsur penting yang harus 

dimiliki agar desa dapat menjalankan fungsi 

pemerintahannya dengan mengatur kehidupan 

masyarakat desa.  

Kedudukan Desa didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada 

BAB II Tentang Kedudukan dan Jenis Desa, Pada 

Bagian Kesatu Pasal 5 yang menyatakan bahwa 

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.11 

Hal ini menegaskan bahwa desa merupakan bagian 

dari wilayah administratif Kabupaten/Kota, dan 

memiliki kedudukan dibawah Kabupaten/Kota 

dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-

Undang Desa tersebut merupakan landasan hukum 
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utama yang mengatur tentang pembentukan, 

pengaturan, serta pengelolaan desa di Indonesia. 

Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan 

mengenai kedudukan peraturan desa dan 

kewenangan desa dalam membuat dan 

melaksanakan peraturan desa. 

Salah satu bentuk kewenangan yang dapat 

dilakukan oleh desa ialah pembuatan produk 

hukum seperti Peraturan Desa, untuk menjalankan 

roda pemerintahan yang mengikat warganya 

sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang 

wajib menaati peraturan tersebut dalam rangka 

meningkatkan pembangunan desa. Dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa 

diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang 

mengatur tentang tata cara penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat desa.12  

Upaya dalam mewujudkan peraturan 

perundang-undangan tertulis yang baik dan tertib 

maka harus memperhatikan hierarki peraturan 

perundang-undangan, untuk itu perlu diperhatikan 

hal yang telah diatur dalam Undang - Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, yang telah diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, di dalamnya mengatur ruang lingkup 

mulai dari persiapan, perencanaan, pembentukan, 

pembahasan, pengesahan, bahkan pengundangan 

dan penyebarluasan. 

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011, Peraturan Desa tidak lagi 

dijelaskan secara rinci terkait pengaturannya, dan 

telah dipisahkan eksistensi/keberadaannya dari 

peraturan daerah. Kedudukan Peraturan Desa 

menjadi persoalan ketika Peraturan Undang-

Undang menghilangkan peraturan desa dalam 

hierarki Peraturan Perundang-undangan yang 

tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011, akan tetapi Peraturan Desa masih 

tetap diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang mengakui hak asal usul (termasuk 

hukum adat) yang dimiliki desa adat, termasuk di 

dalamnya kewenangan untuk membentuk 

Peraturan Desa. 

Peraturan Desa memiliki kedudukan yang 

penting dalam kehidupan masyarakat desa. 

Sebagaimana yang kita ketahui peraturan desa 

dibentuk sebagai salah satu produk hukum di 
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tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

Bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). Kedudukan peraturan desa ini berada 

di bawah naungan dari peraturan daerah itu sendiri 

serta kekuatan hukumnya bersifat mengikat, juga 

sejajar dengan peraturan undang-undang yang 

berlaku.13 

Peraturan umum desa yang telah dibuat oleh 

Badan Permusyawaratan Daerah bersama Kepala 

Desa di Desa Tumaluntung Satu, Kecamatan 

Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. sebagian 

besar sudah terlaksana dengan baik akan tetapi ada 

juga peraturan yang dibuat tapi belum sepenuhnya 

efektif dijalankan dalam hal hukuman untuk 

pelanggar aturan. Contohnya dalam Peraturan 

Umum Desa Tumaluntung Satu, dalam hal Kerja 

Bakti, yang dimana masyarakat diwajibkan 1 kali 

atau lebih dalam sebulan sesuai dengan kebutuhan, 

mulai dari yang tidak bersekolah sampai dengan 

orang tua yang masih boleh bekerja. Akan tetapi 

ada juga masyarakat-masyarakat yang kurang 

berpartisipasi dalam melaksanakan kerja bakti 

tersebut, oleh karena itu bagi masyarakat yang 

tidak ikut serta dalam kerja bakti tersebut dikatakan 

dalam peraturan umum desa pada bagian BAB IV 

Pasal 8 tentang Kerja Bakti menjelaskan tentang: 

1) Apabila masyarakat yang tidak kerja bakti 

tanpa diketahui alasanya dikenakkan denda 

kerja bakti pagi-pagi sebesar Rp. 25.000, dan 

kerja bakti 1 hari sebesar Rp. 100.000. 

2) Jika tidak membayar denda, akan dikenakan 

sanksi administratif.14  

Kurangnya ketegasan pemerintah Desa dalam 

menjalankan aturan yang dibuat sehingga Denda 

yang seharusnya dibayar oleh masyarakat di dalam 

Desa Tumaluntung Satu tidak terealisasikan, 

sehingga banyak masyarakat yang kurang 

berpartisipasi dalam kerja bakti tersebut karena 

tidak adanya ketegasan dari pemerintahan desa 

Pentingnya peraturan umum desa adalah 

untuk menciptakan tata kelola yang baik ditingkat 

lokal,15 memenuhi kebutuhan dan tantangan yang 

spesifik, serta melibatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya 

peraturan desa yang efektif maka desa dapat 

mencapai pembangunan yang berkelanjutan, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 

memastikan pemerintahan yang baik di tingkat 

lokal. 

B. Rumusan Masalah  

 
13  Achir, N. Daerah Tentang Transparansi “ Normative 

Annotations To Regional Regulations On Transparancy” 

Jambura Law Review, 2 (01), (2020). 83–100. 
14  Isi dari Peraturan Desa Tumaluntung Satu Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Peraturan Umum Desa, pada Bab IV. Pasal 8, 

Tentang Kerja Bakti. 

1. Bagaimana Kedudukan Peraturan Umum di 

Desa Tumaluntung Satu, Kecamatan Tareran, 

Kabupaten Minahasa Selatan? 

2. Bagaimana Materi Muatan Dalam Peraturan 

Desa Nomor 01 Tahun 2016 di Desa 

Tumaluntung Satu, Kecamatan Tareran, 

Kabupaten Minahasa Selatan? 

 

C. Metode Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini berkaitan dengan judul, Penulis 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.  

 

PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Peraturan Desa 

Kedudukan peraturan desa menjadi persoalan 

ketika peraturan perundang-undangan di Indonesia 

khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Peraturan Perundang-Undangan telah 

dihapuskan mengenai Peraturan Desa. Sehingga 

peraturan desa tidak lagi disebutkan secara jelas 

sebagai salah satu jenis peraturan perundang-

undangan. Dimana peraturan desa ditetapkan ke 

dalam jenis hierarki Peraturan Perundang-

undangan melalui Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004.  

Setelah digantinya Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, yang isinya sebagai berikut: 
16 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

3. Undang-undang/Perppu 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Peraturan Presiden 

6. Peraturan Daerah Provinsi 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Ketentuan diatas dapat dilihat bahwa 

Peraturan Desa sudah tidak termasuk lagi kedalam 

hierarki tata urutan perundang-undangan. Tetapi 

sebenarnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

menyatakan bahwa kedudukan Peraturan Desa ini 

masih termasuk ke dalam peraturan perundang-

undangan sebagaimana yang tertulis sebagai 

berikut: 

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

meliputi peraturan yang ditetapkan oleh 

15  https://idfos.or.id/menuju-tata-kelola-pemerintahan-desa-

yang-baik-good-governance/. Di akses pada tanggal 20 

April 2023. 
16  Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Komisi Yudisial, Bank. Indonesia , Menteri, 

Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat 

yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kota, Bupati/Walikota, Kepala 

Desa atau setara. 

(2) Keberadaan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,17 konsekuensi 

lain dari peraturan desa tidak boleh merugikan 

kepentingan umum. Dalam penjelasan umum 

Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

kepentingan umum yang dimaksud meliputi:  

a) Terganggunya kerukunan antar individu;  

b) Terganggunya akses ke pelayanan publik;  

c) Terganggunya ketenteraman dan ketertiban 

umum;  

d) Terganggunya kegiatan ekonomi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa; dan  

e) Diskriminasi terhadap suku, agama, 

kepercayaan, ras, golongan, dan gender. 

Jenis–jenis Peraturan Desa menurut Pasal 69 

ayat (1) Undang-Undang Desa,18 dengan tiga jenis 

peraturan desa, yaitu : 

1. Peraturan Desa merupakan peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa yang telah dibahas dan disepakati 

bersama Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 

ayat (7). 

2. Peraturan bersama Kepala Desa adalah 

peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

dari 2 Desa atau lebih yang bekerja sama antar-

Desa Peraturan bersama Kepala Desa 

merupakan perpaduan kepentingan Desa 

masing-masing dalam kerja sama antar-Desa 

3. Peraturan Kepala Desa merupakan penjabaran 

atau peraturan pelaksana dari Peraturan Desa 

Pasal 69 ayat (12). 

Peraturan Desa, mencakup tiga bagian 

yaitu bagian Perencanaan, Penyusunan Peraturan 

Desa oleh Kepala Desa dan penyusunan Peraturan 

 
17  Lihat Undang-Undang nomor 6 Pasal 69 ayat (2) Tahun 

2014 tentang Desa. 
18  Lihat jenis Peraturan Desa menurut Pasal 69 ayat 1 Undang-

Undang Desa. 

Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, 

Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan 

Penyebarluasan. Sebelum ditetapkan menjadi 

Peraturan Desa, Kepala Desa berhak mengajukan 

rancangan peraturan tersebut kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan 

disepakati bersama.  

Dalam otonomi daerah, saat ini desa telah 

diberikan kewenangan yang lebih luas dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. 

Sehingga Kepala Desa berhak menetapkan 

peraturan desa berdasarkan kewenangan yang 

diberikan dalam pembuatan produk dalam hal ini 

peraturan desa. 19Untuk dapat mengefektifkan 

implementasi kewenangan tersebut, Peraturan 

yang dibuat harus mempertimbangkan kebutuhan 

masyarakat untuk dapat melaksanakannya. Maka 

dari itu untuk proses penyusunan peraturan desa 

harus melibatkan masyarakat setempat. 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2011, peraturan desa telah 

dianggap memenuhi unsur-unsur peraturan 

perundang-undangan, 20yaitu sebagai berikut:  

1. Peraturan Desa memuat perintah, larangan, 

kewajiban, dan kebolehan yang harus 

dilakukan oleh masyarakat desa;  

2. Peraturan Desa dibuat dalam bentuk tertulis;  

3. Dibuat oleh lembaga atau pejabat yang 

berwenang, yaitu Kepala Desa dan Badan 

Penegakan Hukum.  

4. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa membahas dan menyepakati peraturan 

desa yang harus sesuai dengan prosedur 

peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan. 

Peraturan Desa sebagai produk hukum, 

disusun secara demokratis dan partisipatif, dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat Desa. 

Masyarakat Desa memiliki hak untuk mengusulkan 

atau memberikan masukkan kepada Kepala Desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa selama proses 

penyusunan Peraturan Desa. 

Pada dasarnya, peraturan desa berfungsi untuk 

mencapai tiga tujuan, yaitu Pertama, melindungi 

adat istiadat lokal yang sudah ada sejak lama. 

Kedua, kewenangan yang diberikan kepada Desa 

melalui Peraturan Perundang-undangan, seperti 

hak asal usul, kewenangan kabupaten kota untuk 

mengaturnya, dan tugas pembantuan. Ketiga, 

Perdes berfungsi sebagai sarana untuk menetapkan 

standar bagi menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa. 

19  https://youtu.be/kRCxIaELceI?si=4tOmwKMS5H2CW 

ubz. Diakses pada 19 September 2023 
20  Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011, tentang peraturan perundang-undangan 
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Sebagai salah satu bentuk peraturan 

perundang-undangan Peraturan Desa harus 

menghormati nilai-nilai yang sudah ada di 

masyarakat. Selain itu, saat membentuk peraturan 

desa atau yang setingkat mencakup seluruh materi 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 

desa, atau yang setingkat dengan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi.21 

 

B. Materi Muatan Peraturan Desa  

Negara Republik Indonesia adalah negara 

kesatuan yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan 

kota. Sistem ini mengacu pada prinsip negara 

kesatuan yang menyatukan seluruh wilayah di 

bawah satu pemerintahan pusat. Negara Republik 

Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah 

provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. 

Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan 

Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.22 

Peraturan Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, menurut Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011, harus mencakup 

materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

otonomi dan tugas pembantuan, serta memasukkan 

kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih 

lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Kewenangan dan tanggung jawab 

yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola dan mengatur urusan dalam batas-batas 

yang ditentukan oleh perundang-undangan disebut 

sebagai otonomi daerah, dan Perda Provinsi dan 

Perda Kabupaten/Kota harus memuat materi yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi 

daerah. Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota juga 

harus mencakup materi muatan yang berkaitan 

dengan tugas pembantuan, yang merujuk pada 

dukungan dan bantuan yang dapat diberikan oleh 

pemerintah provinsi atau pemerintah 

kabupaten/kota kepada pemerintah daerah yang 

membutuhkan bantuan. 

Dasar hukum Peraturan Daerah ialah dalam 

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa 

Pemerintahan Daerah berhak menenetapkan 

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain 

untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. Dalam peraturan daerah tersebut 

terbagi atas peraturan daerah provinsi, dan 

peraturan daerah kabupaten/kota.  

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, peraturan desa (Perdes) 

menjadi penting dalam mengatur kehidupan 

 
21  I Gede Pantja Astawa & Suprin Na’a, 2008. Dinamika 

Hukum Dan Ilmu Perundangan-undangan Di Indonesia, 

Cet. 1, Ed. 1, Bandung: Alumni, hlm. 72. 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan di 

tingkat desa di Indonesia. Materi muatan peraturan 

desa mencakup berbagai aspek yang relevan 

dengan otonomi desa dan kebutuhan masyarakat 

setempat. Materi muatan peraturan desa dapat 

mencakup berbagai aspek seperti Pemerintahan 

Desa, Keuangan Desa, Perencanaan 

Pembangunan, Pelayanan Umum dan Sosial, 

Pemberdayaan Masyarakat, Ketentuan Keamanan 

dan Ketertiban, Lingkungan Hidup, Adat Istiadat 

dan Budaya, Pertanian dan Perdesaan, serta 

berbagai ketentuan lain yang relevan. Selain itu, 

materi muatan peraturan desa juga mencakup 

penjabaran atas berbagai kewenangan yang 

dimiliki desa serta mengacu kepada peraturan 

perundang-undangan. 

Peraturan Desa, yang mengatur kewenangan 

berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan 

berskala lokal, diawasi langsung oleh masyarakat 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan 

dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa 

warga masyarakat Desa secara konsisten dapat 

mengawasi pelaksanaannya. Ketika terjadi 

pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa 

yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan 

Desa berkewajiban mengingatkan dan 

menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai 

dengan kewenangan yang dimiliki, itulah salah 

satu fungsi BPD. Masyarakat Desa mempunyai hak 

untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara 

partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa 

tersebut. 

Selain Peraturan Desa ada juga Peraturan 

Desa tentang Peraturan Umum Desa yang 

mengatur berbagai aspek kehidupan Desa, seperti 

ketentuan umum, penduduk desa, pememrintahan 

desa, pembangunan desa, kerja bakti, 

pemberdayaan masyarakat, adat istiadat, air bersih, 

perkawinan, pemeliharaan ternak, tata ruang desa, 

pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, 

serta ketertiban dan keamanan desa, Peraturan 

umum desa berfungsi sebagai landasan atau 

pedoman dalam penyusunan peraturan desa.23 

Ketentuan Peraturan Umum tersebut terdapat di 

dalam Peraturan Desa No 1 tahun 2016 di Desa 

Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten 

Minahasa Selatan, Tentang Peraturan Umum Desa. 

Setelah diteliti isi dalam ketentuan Peraturan 

Desa Nomor 1 tahun 2016 di Desa Tumaluntung 

Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa 

Selatan. Tentang Peraturan Umum Desa, terdapat 

kekurangan dalam penulisan yang sepenuhnya 

belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan 

22  Lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pada BAB II 

Pasal 2 angka (1) dan angka (2). 
23  Penjelasan Peraturan Desa Tumaluntung Satu Nomor 06 

Tahun 2016 tentang Peraturan Umum Desa. 



Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, 

tentang pedoman pembentukan peraturan desa. 

Dimana dapat dilihat dalam peraturan desa tersebut 

penggunaan huruf serta paragaraf maupun kata-

kata masih kurang maksimal. Dapat dilihat dalam 

Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2016 di Desa 

Tumaluntung Satu dalam halaman 1 bagian 

Mengingat dimana tidak adanya Lembaran Daerah 

Kabupaten Minahasa Selatan yang di cantumkan 

ke dalam peraturan desa tersebut. 

Pada halaman 1 sampai halaman 15 terdapat 

perbedaan jarak antara bagian BAB I  sampai pada 

bagian BAB X1 dimana dapat dilihat dalam 

Peraturan Desa Tumaluntung Satu  pada BAB II  

tentang Penduduk Desa Tumaluntung Satu Pasal 2 

dimana jarak antara BAB, Judul, dan Pasal tersebut 

tidak ada jarak. Perbedaan antara jarak penulisan di 

dalam peraturan tersebut belum sesuai dengan 

pedoman penulisan yang ada dalam permendagri 

111 tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Desa. 

Pada bagian BAB V tentang Kedukaan  dalam 

peraturan desa Tumaluntung Satu bisa ditambah 

lagi menjadi Pasal baru, yang dimana 

pengelompokan pada  isi pasal 9 bisa dibuat 

pengelompokkan menjadi Pasal baru yakni dalam 

nomor 3 tentang malam penghiburan, dan nomor 6 

mengenai Acara Pemakaman. 

Penulisan peraturan desa tersebut, dapat 

dilihat terdapat beberapa kekurangan baik dalam 

penulisan, paragaraf serta spasi yang masih kurang 

maksimal atau kurang sesuai dengan pedoman 

yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 111 tahun 2014, maka dapat dikatakan 

dalam peraturan desa tentang peraturan umum 

yang ada di Desa Tumaluntung Satu ini belum 

sepenuhnya memenuhi pedoman penulisan yang 

ada.  

Dalam setiap Desa memiliki peraturan yang 

sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan 

lokalnya, Sebagaimana yang diketahui bahwa 

dalam pembuatan produk hukum desa salah 

satunya di Desa Tumaluntung Satu, Kecamatan 

Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana 

desa tersebut membuat Peraturan Desa Tentang 

Peraturan Umum Desa Nomor 01 Tahun 2016. 

Karena Peraturan Umum desa tersebut dibuat 

untuk kepentingan masyarakat, tetapi dalam 

pengaturannya peraturan umum desa tersebut 

belum mengarah pada peraturan desa secara 

mendalam atau dapat dikatakan (masih bersifat 

umum). Jadi Peraturan umum desa tersebut dapat 

memberikan dasar hukum juga pedoman dalam 

pembuatan peraturan desa bagi suatu wilayah. 

Sehingga dapat menjadikan desa lebih terarah 

dalam menata kehidupan masyarakat. 

Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan 

umum dibuat untuk memberikan dasar hukum dan 

pedoman bagi suatu wilayah atau masyarakat yang 

ada di dalamnya, karena dalam peraturan desa 

tentang peraturan umum desa sangat bergantung 

pada kebutuhan dan karakteristik masyarakat 

setempat. Sehingga terbentuknya suatu produk 

hukum dapat menjadikan Desa lebih terarah dalam 

menata kehidupan masyarakat. 

 Peraturan umum desa, berfungsi sebagai 

landasan atau pedoman dalam penyusunan 

peraturan desa yang lebih spesifik lagi dalam 

membentuk suatu produk hukum seperti peraturan 

desa, dengan mengatur berbagai aspek kehidupan 

masyarakat di desa, diharapkan dapat tercipta tata 

kelola desa yang baik dan sesuai dengan 

karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat.  

Perlunya Kerja sama antara pemerintah dan 

masyarakat sangat dibutuhkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka 

pembangunan desa. Melalui kerja sama, 

pemerintah dapat memahami kebutuhan, aspirasi, 

dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

setempat. Keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan dapat membantu 

pemerintah mengidentifikasi prioritas yang sesuai 

dengan kebutuhan nyata. Melalui kerja sama, 

pemerintah dapat membangun kapasitas 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembangunan dan pengambilan keputusan. 

Pemberdayaan masyarakat menciptakan 

lingkungan di mana warga dapat berperan serta 

secara lebih efektif dalam meningkatkan kualitas 

hidup mereka.  

Dengan melibatkan masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan, pemerintah dapat 

memastikan bahwa program dan proyek yang 

dilaksanakan benar-benar memenuhi kebutuhan 

dan harapan masyarakat. Hal ini dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan 

sumber daya. Begitu juga Partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan dapat 

meningkatkan legitimasi pemerintahan,  

Peraturan Desa, yang mengatur kewenangan 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

berskala lokal, diawasi langsung oleh masyarakat 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan 

dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa 

warga masyarakat desa secara konsisten dapat 

mengawasi pelaksanaannya. Ketika terjadi 

pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa 

yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan 

Desa berkewajiban mengingatkan dan 

menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai 

dengan kewenangan yang dimiliki, itulah salah 

satu fungsi BPD. Dan juga masyarakat desa 

mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan 

evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan 

Peraturan Desa tersebut. 



Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

mengatur pembentukan, pemberdayaan, dan 

pengelolaan desa. Dalam konteks Undang-Undang 

Desa ini, delegasi ke desa berarti Pemerintah Desa 

diberi kewenangan dan tanggung jawab tertentu 

dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Delegasi Desa adalah istilah yang mengacu pada 

pemberian kewenangan dan tanggung jawab 

tertentu kepada pemerintah desa dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi, seperti pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah.24 Delegasi Desa 

berarti memberikan otonomi kepada desa untuk 

mengambil keputusan dalam berbagai aspek, 

termasuk pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. Dalam kasus ini, delegasi 

mengacu pada proses pemberian hak dan 

kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari 

tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat 

pemerintahan lain. Penerapan konsep delegasi desa 

dapat ditemukan dalam undang-undang dan 

regulasi, terutama yang berkaitan dengan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, 

termasuk kewenangan untuk membuat kebijakan, 

menyusun anggaran, dan menjalankan program 

pembangunan tanpa campur tangan yang 

berlebihan dari tingkat pemerintahan yang lebih 

tinggi. 

Sesuai dengan prinsip otonomi desa, atribusi 

di desa mengacu pada pemberian kewenangan atau 

tugas kepada pemerintahan desa untuk mengelola 

dan melaksanakan berbagai urusan atau kegiatan 

tertentu. Dalam hal ini, desa dianggap memiliki 

kemampuan untuk mengelola sebagian urusan 

pemerintahan yang ada di tingkat lokal. Prinsip 

otonomi desa diakui dan diatur oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945) dan berbagai peraturan 

perundang-undangan terkait lainnya, termasuk 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. Pemberian tanggung jawab ini 

mencerminkan prinsip otonomi desa. 

Teori atribusi, yang oleh Bernard Weiner dan 

Frizt Heider, membahas cara orang membuat 

kesimpulan tentang penyebab perilaku mereka. 

Penyebab internal, seperti sikap atau karakter, dan 

penyebab eksternal, seperti tekanan situasi atau 

situasi tertentu yang dapat memengaruhi 

kehidupan seseorang, Teori atribusi, yang didirikan 

oleh Bernard Weiner dan Frizt Heider, membahas 

cara orang membuat kesimpulan tentang penyebab 

perilaku mereka. Penyebab internal, seperti sikap 

 
24  https://katadata.co.id/agung/berita/636a04704995c/beda-

atribusi-delegasi-dan-mandat-dalam-uu-administasi-

pemerintahan 
25  Alaluddin Rakhmat, 2011. Psikologi Komunikasi, Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, hlm. 50. 

atau karakter, dan penyebab eksternal, seperti 

tekanan situasi atau situasi tertentu yang dapat 

memengaruhi kehidupan seseorang, tentang objek 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan 

menampilkan pesan.25 

 Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan 

Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, 

Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan 

Desa dan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik 

Desa, Kerjasama Desa, dan Lembaga Desa. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 

dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa sangat terkait, karena keduanya berkaitan 

dengan bagaimana pemerintahan di tingkat desa di 

Indonesia dijalankan. Pemerintah sangat 

memperhatikan pembangunan desa dan kawasan 

perdesaan. Untuk memberikan dampak positif 

pada pembangunan desa, diperlukan perencanaan 

pembangunan yang baik. Pembangunan 

didefinisikan oleh Tjokroamidjojo sebagai “usaha 

perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan 

secara berencana dan bertahap26. 

Pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti 

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, 

dan aksi terhadap pengambilan keputusan. 

Pembangunan nasional terdiri dari pembangunan 

pedesaan, yang dilakukan secara berkelanjutan 

berdasarkan potensi dan kemampuan pedesaan dan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia masyarakat dan pedesaan secara 

keseluruhan. Pembangunan pedesaan seharusnya 

mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan,27 

yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat 

pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan 

berkeadilan. 

Dalam Pasal 131 Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Desa menyatakan 

bahwa untuk melaksanakan pembangunan di desa, 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

menetapkan pedoman teknis untuk pelaksanaan 

program pembangunan desa. Serta Pasal 131 

mengatur bahwa pemerintah daerah dan 

pemerintah desa harus mengelola program 

pembangunan desa secara terpadu, yang mencakup 

aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. 

26  https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/ 

artikel/uraian-pp-43-tahun-2014-tentang-peraturan-

pelaksanaan-uu-desa. Diakses pada 28 Januari 2024. 
27  Rahardjo Adisasmita, 2006. Membangun Desa Partisipatif, 

Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 7. 



Pembangunan pedesaan mencakup berbagai 

aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, 

budaya, politik, dan keamanan. Dalam 

mengelolanya, pemerintah dan masyarakat 

bersama-sama memanfaatkan sumber daya 

pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemanfaatan 

sumber daya ini dengan bijak merupakan kunci 

untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang 

menyeluruh.28  

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Desa diberikan kewenangan yang lebih luas 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat. Sehingga Kepala Desa berhak 

menetapkan peraturan desa berdasarkan 

kewenangan yang diberikan dalam pembuatan 

produk peraturan undang-undang. Dengan 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Peraturan di Desa.  

Kedudukan peraturan desa awalnya berada 

pada undang-undang nomor 10 tahun 2004 

tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan, dimana Peraturan Desa tersebut 

berada dalam naungan Pemerintah Daerah. 

Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011, tidak mencantumkan lagi secara eksplisit 

mengenai peraturan desa sebagai peraturan 

perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang 

merupakan jenis peraturan perundang-

undangan, dimana keberadaannya diakui dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan 

desa berfungsi untuk mencapai tiga tujuan, 

yaitu Pertama, melindungi adat istiadat lokal 

yang sudah ada sejak lama. Kedua, 

kewenangan yang diberikan kepada Desa 

melalui Peraturan Perundang-undangan, 

seperti hak asal usul, kewenangan kabupaten 

kota untuk mengaturnya, dan tugas 

pembantuan. Ketiga, Perdes berfungsi sebagai 

sarana untuk menetapkan standar bagi 

menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa. 

2. Dalam setiap Desa memiliki peraturan yang 

sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan 

lokalnya, Sebagaimana yang diketahui bahwa 

dalam pembuatan produk hukum desa salah 

satunya di Desa Tumaluntung Satu, 

 
28  Ginandjar Kartasasmita, 1996. Pembangunan Untuk 

Rakyat, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo, hlm. 392 

Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa 

Selatan. Dimana desa tersebut membuat 

Peraturan Desa Tentang Peraturan Umum 

Desa Nomor 01 Tahun 2016. Karena Peraturan 

Umum desa tersebut dibuat untuk kepentingan 

masyarakat, tetapi dalam pengaturannya 

peraturan umum desa tersebut belum 

mengarah pada peraturan desa secara 

mendalam atau dapat dikatakan (masih bersifat 

umum). Jadi Peraturan umum desa tersebut 

dapat memberikan dasar hukum juga pedoman 

dalam pembuatan peraturan desa bagi suatu 

wilayah. Sehingga dapat menjadikan desa 

lebih terarah dalam menata kehidupan 

masyarakat. 

 

B. Saran 

 

1. Pemerintah harus memberikan penjelasan 

yang jelas dan transparan mengenai 

alasan mengapa Peraturan Desa tidak lagi 

dicantumkan dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan. Penjelasan ini 

penting untuk menghindari kebingungan 

dan memastikan bahwa masyarakat desa 

serta para pemangku kepentingan 

memahami alasan dan tujuan di balik 

kebijakan ini. 

2. Kiranya Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dapat 

mempertimbangkan untuk merevisi dan 

menyempurnakan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk 

memberikan penjelasan lebih rinci 

mengenai status dan posisi Peraturan 

Desa dalam kerangka hukum nasional. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) sebaiknya 

mempertimbangkan revisi Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dengan memasukkan kembali 

Peraturan Desa (Perdes) ke dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan, 

sebagaimana telah diatur sebelumnya 

dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 

2004. Langkah ini akan memberikan 

kejelasan dan arah yang pasti mengenai 

kedudukan Peraturan Desa, menghindari 

permasalahan atau perdebatan yuridis 

dalam sistem hukum di Indonesia, dan 

menjamin harmonisasi peraturan di 

tingkat daerah dengan peraturan nasional. 



4. Kiranya dalam pembuatan produk hukum 

seperti peraturan desa, untuk 

meningkatkan kualitas penulisan 

peraturan desa sesuai Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, 

dalam hal ini penggunaan struktur yang 

jelas dan sistematis, dengan penomoran 

Pasal yang konsisten, bahasa yang 

sederhana dan lugas, serta format 

penulisan yang seragam. pertimbangan 

dan dasar hukum dalam pembukaan, 

menjelaskan materi isi secara detail, 

mencantumkan penjelasan pasal demi 

pasal, dan menambahkan lampiran 

pendukung apabila diperlukan Pastikan 

pada bagian pengesahan dicantumkan 

tanda tangan Kepala Desa dan BPD, 

selalu mengacu pada petunjuk teknis dari 

Menteri Kementerian Dalam Negeri, dan 

melakukan kajian berkala untuk 

melakukan revisi agar peraturan desa 

tetap relevan dan efektif, agar masyarakat 

dapat memahami dan mengerti terkait 

peraturan tersebut.  
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